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SALINAN

 BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAN GANYAR NOMOR 86 -
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR, SURAT' KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR,

Menimbang .

o ‘Mengir:igat

1ZIN PENGGUNAAN [JAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

BAGI PEGAWAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG_ MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

a ‘bahwa guna kelancaran dan ketertiban = dalam.

pemberlaan Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan

o Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan ljazah,
- perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan ~

Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 tentang
pedoman pemberian Tugas Belajarz Izin Belajar Surat
Keterangan - Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin

.Peniggunaan ljazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian
 Jjazah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah
- Kabupatcn Karanganyar; - :
. bahwa. berdasarkan pcrtlmbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapan Peraturan
Bupati Karanganyar tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat -

Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin

Penggunaaan ljazah dan Kenalkan Pangkat Penyesuaian

Ijazah bagi Pegawali.

. Undang-Undang Nomor 13 »Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah =~ Kabupaten dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
.Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah (Lembaran - Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah - menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58  Tambahan - Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679); ' ‘
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R . 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang -
B ~©_ Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
o . - Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran}'
G -~ Negara Republik Indonesia Nomor 5135); , :
- SR 5. Peraturan Pemerintah Nomwor 11 Tahun 2017 Tentang
TR ; ~ Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
i ' - ©_ Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
’ S " Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan '

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran
 ‘Negara Republik Indonesia = Nomor 6477); - .
‘6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ‘dan

' Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun .

- 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

, MEMUTUSKAN

. "Menetapkan : PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN
L ' ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 86
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN = PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR,
~ IZIN PENGGUNAAN GELAR, IZIN PENGGUNAAN IJAZAH DAN
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI

| Pasal 1

chberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar
"Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas

Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin - .-

Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan [jazah dan kenalkan_
- Pangkat Penyesuaian IJazah Bagl Pehgawa; diubah sebagau '

benkut , ,
1. Kctentuan Pasal 4 ayat (3) dlubah sehmgga Pasal 4
berbuny1 sebaga1 benkut : :

: Pasal 4 = _
(1) Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang telah Tulus

seleksi beasiswa pendidikan ‘pada suatu lembaga

pendldlkan formal tertentu yang dllaksanakan pada
jam kerja.

'(2) Biaya pendidikan sebagaumana dimaksud pada ayat L
(1) bersumber dari beasiswa secara keseluruhan atau
sebagian, dari Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Badan swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau

- Lembaga lain yang berbadan hukum dan tldak
- mengikat. . )
(3) Komponen pcmbiayaan Tugas Belajar yang berasalr ‘
dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar
- adalah sebagai berikut ; . v
a. biaya pendidikan dibayarkan setlap semester;

b. bantuan biaya hidup dibayarkan setiap bulan;

c. bantuan pembehan buku-buku dlbayarkan setiap

- tahun;
d. bantuan blaya riset dlbayarkan setiap scmcster



e penyusunan tcsm dan dISCI’taSl dlbayarkan sekah
. dalam masa pendidikan. _
- e.bantuan wisuda dlbayarkan sekah dalam masa
 pendidikan; dan , :
f. bantuan operasional bulanan dlbayarkan setlap
‘bulan. -

(4) Besaran = biaya ‘yang bersumber dari Anggaran"

Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan
‘kemampuan - keuangan Daerah dan standart - harga
| yang berlaku di ngkungan Pemenntah Daerah.’

2 Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 huruf d) di
~hapus, ayat (7) diubah dan dxtambah 1 ayat sehmgga
berbuny1 sebagal benkut R

Pasal 5

(1) 'I‘ugas Bclajar ketentuannya sebaga1 berikut : ‘
- a.PNS yang telah memiliki masa ker]a sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun scbaga1 PNS .
b. usia maksimal : :
~ 1. PNS Tenaga Kesehatan.

- a) Program Diploma III, Progrdm Dlploma v dan

- Program Strata 1 (S-1) - harus sudah

menyelesaukan ’I‘ugas Belajar paling tinggi.

- pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;

- b) Program Diploma III, Program Diploma IV dan o

Program Strata 1 (S-1) yang berasal dari
daerah = terpencil, perbatasan, ‘tertinggal,

kepulauan dan terluar harus sudah .

K rnenyelesalkan ‘Tugas Belajar paling t1ngg1
pada usia usia 50 (lima puluh} tahun;

. ¢) Program Dokter, Program Apoteker, Program -
Profesi Ners, Program Profesi Psikologi Klinik,

Program Spesialis 1, Program Strata Il (S-2)

atau setara, dan Program Strata III (S-3),
Program spesialis II atau setara, harus sudah -
menyelesalkan Tugas Belajar paling tmggl-

.~ pada usia 50 (hma puluh) tahun;
d) Dihapus
2. PNS bukan Tenaga Kesehatan.

a) Program Diploma I, D1ploma‘II Diploma III

dan Strata I (S1) atau setara, usia pahng tmggl
25 (dua puluh lima) tahun;

b) Program Strata 2 (S2) atau. setara, usia pahng_ -

tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

~ c) Program Strata III (S3) atau setara, usia pallng

tinggi 40 (empat puluh) tahun.

c untuk bldang ilmu yang langka serta dlperlukan o

oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat

sebagai PNS sesuai . kriteria kebutuhan yang -

ditetapkan oleh masing-masing instansi. -

- d. mendapatkan surat -tugas dari pejabat yang }_

berwenang;

| “e. bidang ilmu yang akan dltempuh sesuai dengan'

pengetahuan atau keahlian yang dlpersyaratkan
dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan

analisis beban kerja dan perencanaan Sumbcr}

Daya Manusia instansi masing-masing;

e, i




-f.'prografn studi didalam negeri yahg akan diikuti
"~ telah mendapatkan = - persetujuan/ akredltam
“ m1mma1 B dari lembaga yang berwenang;

'g bagi PNS yang menduduki jabatan struktural -

- dibebaskan dari jabatannya; .
. h bagi PNS yang menduduki jabatan fungswnal'_
-+ " dibebaskan sementara dari jabatannya. :
i. setiap unsur SKP dalam 1 (satu) tahun terakhlr ,

. paling kurang bernilai baik; s
- j. tidak sedang men_]alam hukuman disiplin tmgkat. v
sedang atau berat; - '

- k. tidak sedang menjalani pemberhentlan sementaraﬁ B

~ sebagai PNS;

L program Studi yang dlplhh adalah Program Stud1
© yang sesuai dengan tugas- dan fungsi yang
- bersangkutan, kompcten31 dan, atau kebutuhan‘

Daerah; .
- m.jangka waktu pelaksanaan

1. program D1ploma I(D I) pahng lama 1 (satu)v o

~ tahun; °
2. program Dlploma n (D II) paling lama 2 (dua) ~
- tahun; . e

- 3. program Dlplorna I (D I1) paling lama 3 (tlga) o

. tahun; -

" 4. program Strata I (Sl) / Dlploma IV (D IV) pahng ‘
- lama 4 (empat) tahun; :
5. program Strata II (S 2) / atau seta:a palmg. v
- lama 2 (dua) tahun; )
- 6. program Strata HI (S 3) atau setara ‘paling lama '-
4 (empat) tahun. . . -

- n.Jangka waktu pelaksanaan 'I‘ugas Belajar
- - sebagaimana dimaksud pada huruf m, masing- -
masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu)
‘tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansinya
dan persetujuan sponsor dan atau instansinya; .
o. permohonan  perpanjangan . Tugas  Belajar -

- sebagaimana dimaksud -. pada ‘huruf n,

" melampirkan:
1. fotokopi Surat Tugas Bclajar yang dllegahsn',
- 2. surat keterangan dari lembaga/universitas yang
- menerangkan bahwa yang bersangkutan ma31h‘
aktif sebagai mahasiswa; .
- 3.laporan  kemajuan pendidikan yang sedang 2
- dijalani dari yang bersangkutan. -
(2) Bagi PNS yang belum dapat menyelcsalkan Tugas
Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n -
~ dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 -
- (satu) tahun, dengan perubahan status menjadl Izin'
Belajar. o
(3) Dalam ' melaksanakan Izin Belajar sebagannana ,
dimaksud pada ayat (2}, PNS tetap dapat
meninggalkan tugasnya c:.t:bagaumana berlaku bag1
- Tugas Belajar.. o
~ (4) PNS yang melaksanakan 'I‘ugas Belajar wajib membuat
- laporan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM: =
" a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani
 paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun; dan "

oty - s
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b laporan hasil pelaksanaan 'I‘ugas Belajar pada akhlr
' melaksanakan penugasan. :
. (5) PNS dapat melaksanakan ’I‘ugas Belajar berkelanjutanv'. .
. secara berturut-turut dengan persyaratan: |
a. mendapat izin dari Kepala Perangkat Daerah
b. prcstasx pendidikan sangat memuaskan;
c. jenjang pendidikan bersifat lihier; dan
- d.dibutuhkan oleh organisasinya. ‘ R
(6) PNS tidak berhak menuntut Pcnyesuxan ljazah
" kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat

 formasi dan’ tidak mellmpah atau a.hh tugas ke‘ '

-~ instansi lain.
~ (7) Selama PNS yang bersangkutan melaksanakan ’I‘ugas )
- Belajar, maka yang bersangkutan : R
.a. dibebaskan dan _]abatan/tugas kedmasan sehan-‘ o
- hari;. =
b. diberikan hak-haknya bcrupa gaji, - kenalkan gap_

‘berkala, kenaikan pangkat/ golongan dan Penllman

prestasi kerja.
-(8) Kewajiban Pegawali 'I‘ugas Belajar : ‘ o
-a. menyerahkan tugas dan tanggung Jawab kepada. ;
... atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; =
" b. mengikuti  program pendldlkan ~ yang telah’
ditetapkan dalam kcputusan pembenan Tugas*
- Belajar;
¢, tidak mcngubah dan/atau menambah program" ‘
“pendidikan yang telah ditetapkan; o
d. menyelesaikan program pendidikan dengan balk
-~ dan tepat waktu;
~e. menjaga nama baik Pemermtah Daerah dan ,
' Perguruan Tinggi; ,
- f. mentaati. semua ketentuan Tugas Bela]ar termasuk S
ketentuan = yang ‘berlaku  di tempat lembaga oo
- pendidikan;
g. melaporkan perubahan alamat tempat tmggal
kepada pimpinan Unit Kerja; , , _
h. mengajukan permohonan. perpdnjangan masa

Tugas Belajar, ~apabila. dimungkinkan untuk. =

program Tugas Belajar yang bersangkutan,
- selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ‘masa
Tugas Belajar yang ditentukan berakhir; '

i. melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang
- dijalani paling kurang 1 (satu) setiap tahun. =~
j. melaporkan kepada Bupati paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak berakhlmya masa 'I‘ugasA

Belajar,dengan melampirkan :

1) Surat - keterangan telah menyelesalkan." }' '. :
pendldlkan atau - surat pengembalian dari -

- lembaga pendidikan tempat Tugas Belajar;

2) menyerahkan foto copy 1]azah dan transknp n11a1 o

yang diperoleh; . .
3) menyerahkan l (satu} - eksemplar tugas i
akhir/skripsi/tesis /disertasi. - ' .

3. Ketentuan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambah 1 =

- Pasal baru yakm Pasal 10A sehlngga berbunyx sebaga1 o
berlkut , ,



w  f?f;(é)

| (1)

Pasal 10 A

PNS ’I‘ugas Belajar yang telah mcnyelesaikan ’I‘ugas
~ Belajar -~ harus mengajukan ‘surat permohonan -
' Pengaktifan Bekerja Kembali dan permohonan Izin -
" Penggunaan Gelar kepada Kepala Perangkat Daerah -
. paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan Iulus_ R

5 “dengan melampirkan surat keterangan lulus/ijazah. -

‘Berdasarkan - permohonan sebagaimana dunaksudi R
. pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah mengusulkan el
permohonan Pengaktifan Bekerja Kembali dan Izin . - -
Penggunaan Gelar kepada Bupau dengan tembusan* PR

R kepada Kepala BKPSDM.

@

Berdasarkan usulan. perrnohonan Pengakufan Bekezja,'.}_ o
~ Kembali dan Izin Penggunaan Gelar sebagaimana s
. dimaksud pada ~ayat  (2), Bupati menetapkan
~ Keputusan Bupati- tentang Penempatan Kembali PNS .=

' - yang Tugas Belajar sesuai dengan forma31 yang ada'-

o (1)

@
U (3) Izin Belajar ketentuannya sebagai. berikut : ERIREE

a.PNS yang telah memiliki masa kerja pahng kurang 1 P

b mendapatkan ijin secara tertuhs dan pejabat yang e

o 1 ._c;, unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhlr':f { -

g tidak sedang menjalam hukuman dlSIphn tmgkat o

dan Izm Penggunaan Gelar

4. :‘Kctentuan Pasal 11 ayat (3) dlubah dan ayat (5) dlhapus . | o B
o schlngga berbuny1 scbagal benkut ’ A

S Pasalll j,'ff | | i
lzin Belajar dlbenkan ‘kepada PNS yang menglkutl'fh”

_ pendidikan formal pada suatu lembaga pcndldlkanb”

formal tertentu." .
Blaya pend1d1kan sepenuhnya dltanggung oleh PNS '

~(satu) tahun terhxtung sejak diangkat sebagai PNS;
~ diberi wewenang;

“paling kurang bernilai baik; -

- sedang atau berat; -

L --":;__:'1 biaya  pendidikan - dltanggung oleh PNS yang' o

o _] program _studi di- dalam negen yang akan dukutli
~ telah mendapatkan persctujuan/ akreditasi minimal . =
‘B dari lembaga ' yang berwenang dan bukan
o merupakan pcndldxkan kelas Jauh dan/ atdu jarak

’k Keglatan pendldlkan dllaksanakan diluar jam kezja' e

e tidak sedang menjalam pemberhentlan sementara};ff ‘ ’ _;2
e sebagai PNS; . R
f. _mcndapatkan laln secara tertuhs darl pejabat yang"; Sl

~ diberi wewenang;

g pendidikan yang akan dltempuh dapat mendukung,:j."*_f R
AR pelaksanaan tugas jabatan dan unit organisasinya; -
T h pendidikan yang ‘mendukung pelaksanaan tugas =
- jabatan . sesuai = dengan ketentuan Peraturan o

Pcrundang—undangan yang berlaku;

- bersangkutan;

jauh;

" dan tidak mcnganggu kelancaran pelaksanaan tugas .
kedlnasan S



1 Jarak tempuh dan tempat kerJa ke tempatv {__- IR
pendidlkan waktu tempuh kurang lebih 2 (dua) jam; S
m PNS yang melaksanakan Izin Belajar wajib membuat -~
laporan akhir pelaksanaan Izin ~Belajar kepada»‘"j;,;{_ o

" Kepala BKPSDM melalui kepala Perangkat Daerah;

""'..'.}Th.ﬁljazah ‘sebelumnya  telah mendapat pengakuan'_-%v_:‘

" dalam adminsitrasi kepegawalan S

o PNS tidak berhak untuk ‘menuntut penyesua1an;f= .
" ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali . -

- terdapat formasi dan tidak akan mehmpah atau ahh .
" tugas ke lnstan31 lain; dan ‘- :

- p. bagi  PNS yang mendudukl Jabatan fungsmnal R
. tertentu dlsampmg ketentuan sebagalmana tersebut .

“° pada huruf g, Juga memperhatlkan ketentuan yang e
- mengatur masing-masing - jabatan atau jenjang .
77-,fpend1d1kan ‘yang hmer dengan pendxdlkan-jlj

o sebelumnya.

'(4) Sebelum mengajﬁkan Izm Bela_]ar, terleb1h dahulu_"fi"‘- o

‘berkonsultasi ke BKPSDM dan proses pengajuan lzin
~Belajar palmg lambat 6 (enam) bulan sejak dltcrlma ch e

' Lembaga Pendldlkan yang d1p111h

'; (5) Dihapus. ) o
(6) Kelalaian dalam pengajuan permohonan Izm Bela_]arf'f
. sebagaimana dimaksud pada ayat (4} berakxbat t1dak IR

dapat dlterbltkannya surat Izm Belajar e

kK .‘*;--..}Ketentuan Pasal 12 d1ubah dlantara ayat (3) dan (4) a
7 vdltambah 1 (satu) ayat (3a) sehmgga berbuny1 sebagau sl

# bemkut
: Pasal 12

| ~"‘§ :(1) Izm Belajar sebagalrnana dlmaksud dalam Pasal 11 |

“diberikan setara atau - setmgkat lebih - tinggi dari-

pendldlkan ‘yang . tercantum dalam  Keputusan

Pengangkatan sebagal PNS atau Keputusan Kena1kan o

Pangkat terakhir..

' »‘-}f;”-v_(2) PNS menga_]ukan permohonan 1zin Belajar kepada '

Bupati melalui - Kepala Perangkat Daerah yang o

~ bersangkutan.

R ,(3) Kepala Perangkat Déérah sebagalmana dlmaksud pada"i,-'ff e

- ‘ayat (2) mengusulkan PNS yang bcrsangkutan kepada Lo )

. Bupati melalui Kepala BKPSDM.
"'-'(3a)Atas ‘dasar _permohonan Izin Belajar scbaga,tmana' ‘

e . dimaksud pada ayat (3). Kepala 'BKPSDM ' melalui - B o
- Kepala Bidang yang membidangi urusan Informasi dan =

- Pengembangan SDM melakukan Verifikasi persyaratanf: o

permohonan PNS yang bersangkutan

. S 4) Has1l verifikasi persyaratan permohonan Izlh Belajar

-PNS sebagaimana dimaksud - pada ayat (3a) dapat”_";;: o

. berupa diterima atau ditolak.

;(5) ‘Dalam hal permohonan Izin Bela;ar PNS memenuhr.{‘:.j,;v" o

: -persyaratan dan dapat diterima, Kepala- Bidang yang =

membidangi urusan Informasi dan Pengembangan.

" SDM menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala - :
.~ BKPSDM untuk mendapatkan perqetujuan pemberlan N

o f-'f‘.d_,_Izm BeIa3ar



[6)

Dalam hal permohonan Izm BelaJar PNS ‘tidak - -
memenuhi . persyaratan, Kepala Bidang yang

- membidangi urusan Informasi' dan Pengembangan

.

(8

b fotokopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhxr,’ o

-~ e. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan. -
- bahwa tidak sedang menjalam hukuman disiplin - -

k. Surat Keterangan bahwa program studi dx dalam :
- negeri yang akan diikuti telah mendapat
: persetujuan/akredxtam minimal B dari lembaga ‘

1. Jadwal pelajaran/kuliah dari lembaga pendidikan -
‘yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Format surat permohonan Izin Belajar sebagaimana -

-

sebagalmana dimaksud pada ayat (3), format uraian

SDM menyampaikan hasil verifikasi disertai alasan |
~penolakan kepada Kepala BKPSDM .- dan untuk -

mendapatkan persctujuan penolakan Izin Belajar.

Usulan = pengajuan permohonan Izin - Belajar - v
sebaga.lrnana dimaksud pada ayat (2) dllakukan '
~ secara On line. ‘ '

Usulan sebagaimana di maksud pada ayat 7

- dilampiri berkas-berkas persyaratan sebagai berikut: o
a. Uraian tugas fungsi yang dilakukan sehari-hari
- ditandatangani oleh yang bersangkutan dan -

- diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;

- yang dilegalisir;

c. fotokopi SKP, dalarh’ 1 (satu) tahun terakhxr yang

dilegalisir;

d. fotokopi ijazah terakh:r yang dlakm dalam»

administrasi kepegawaian yang dilegalisir;

- tingkat 'sedang atau berat, berineterai cukup dan
‘ditanda tangani serta di ketahui oleh Kepala
Perangkat Daerah yang bersangkutan

f. - surat pcmyataan dari 'PNS yang bersangkutan =
- bahwa tidak sedang menjaiani pemberhentian

- 'sementara sebagai PNS, bermeterai cukup dan
~ ditanda tangani serta di ketahui oleh Kepala
_ Perangkat Daerah yang bersangkutan;

- g:. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah

yang bcrsangkutan, ‘

bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke

~dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat -

formasi dan tidak akan melimpah atau alih tugas

ke instansi lain, ditanda tangani serta di ketahui
- oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
i. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan °
~ bahwa tidak mengganggu tugas kedinasan,
- ditanda tangani serta di ketahui oleh Kepala )

~ Perangkat Daerah yang bersangkutan;

J Surat Penyataan dari lembaga pendidikan yang :
' menyatakan bahwa yang bersangkutan telah
lulus ujian masuk dan diterima dxlembaga .

- pendidikan yang dituju;

- yang berwenang; dan

dimaksud '~ pada ayat (2), surat permohonan

- tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a,

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat

L

- h. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan o

(8) huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i, dan format



. surat rekomendasi sebagaiinana dimaksud pada éyétﬂ .
- (8) huruf g tcrcantum dalam Iampxran Peraturan'
Bupatl ini.

. Ketentuan Pasal 15 diubah, diantara ayat (2) ‘dan 3)
- ditambah 1 (satu) ayat (2a) sehmgga berbuny1 sebaga1 g

berikut :

. Pasal 15 R
(1) ‘Permohonan Izin Penggunaan Gelar d1a3ukan oleh_ .
" PNS kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.

v(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dlmaksud ‘

pada ayat (1) mengusulkan PNS yang bersangkutanv ‘
kepada Bupati c. q Kepala BKPSDM. '

v(2a) Usulan pengajuan permohopan Izin Belajar"

sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dxlakukan
‘. secara daring. -

. 3) ~ Permohonan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1). -.

- dilampiri : -

" a. fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat .
" yang berwenang; .

" b. fotokopi transkrip nilai akademlk yang telah;
~ dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; = o
c. fotokopi Surat Izin Belajar atau Surat Kcterangan :

 Belajar yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat o

. Daerah;
d. fotokopi ‘SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah‘ .
'_dllegahsu oleh Kepala Perangkat Daerah. S

. Ketentuan Pasal 17 dlubah dlantara ayat (2) . dan (3) -
~ ditambah 1 (satu) ayat (2a) sehmgga berbuny1 sebagau_.‘
benkut _

Pasal 17 '

(1) Permohonan Izm Penggunaan Ijazah dla_]ukan oleh o
~ PNS kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah,

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudv.- |

pada ayat (1) mengusulkan PNS yang bersangkutan
kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM. ' E

(2a)Usulan pengajuan permohonan Izin Penggunaan
ljazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllakukan ot
‘secara daring.

(3) Permohonan sebagaunana dlmaksud pada ayat (1)
dilampiri : o
a fotokopi gazah yang telah dllegahslr oleh pejabat _

‘'yang berwenang; : -
b fotokopi Surat Izin Bela_]ar atau Keterangan BeIaJar B
yang telah dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah;
c. fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang | telah -
dllegahsn' oleh Kepala Perangkat Daerah.

. Ketentuan Pasal 21 d1ubah ayat (2) dlhapus dan ayat (3) e
~dan ayat (4) diubah sehmgga berbuny1 sebagai berikut : '

Pasal 21 R

' (1) Bupatx menandatangam

- a. Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar untuk,;
~ jenjang pendidikan S3 atau sederajat;



" b. Tugas Belajar dan Penggunaan gelar untuk jenjang

- pendidikan $3, 2, S1, D IV, D Il dan DIl atau yang -

~ sederajat;
¢. Pemberhentian dan _]abatan adrmmstrasa dan‘
pengaktifan kembali sebagai Pegawai;
d. Pemberhentian . dari jabatan - fungsional dan
: pengangkatan kembah dalam Jabatan fungsmnal
{2) dihapus -
.(3) Kepala BKPSDM, menandatangam

a. Izin Belajar dan Surat Keterangan Belajar untuk o
Jjenjang pendidikan S2, S1, D IV dan yang sederajat; . -
b. Penggunaan Gelar untuk jenjang pendidikan 82 Sl '.

c D IV dan yang sederajat.
, (4) Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan:

~ a. Izin Belajar untuk j jenjang pendidikan D III, D II DI .

- SMA, SMP dan yang sederajat;

b Penggunaan Gelar dan Pengguhaan 1Jazah untukv .
- jenjang pendidikan D IIl, D II, D I, SMA, SMP dan -

yang sederajat.

Pasal II

Peraturan Bupat1 ini mulax berlaku pada tanggél i o

dlundangkan

 Agar | setxap 'vorang | mengetahumya " memerintahkan

 pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

- Dltctapkan di Karanganyar |

| pada tanggal 1 September 2020 - |

BUPATI KARANGANYAR
..ttd ,
© JULIYATMONO
Diuﬁdahgkan dl K-ea.raﬁ.gan&ar , o
pada tanggal 1 September 2020

* SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
td

- SUTARNO , D . . _
- BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 79 _' :

Salinan sesuai dengan aslinya

AMIC
2= o SEKRETARIAT DAERAH
, :*ﬁ; ~ KABUPATEN.KARANGANYAR

2 ‘;Q;Kepala‘Big; ‘ Hukum ._0-1‘

M‘ ‘ R ‘IADIDI-I‘
NIP.ﬁ 11 109903 1 009

4




 LAMPIRAN = ..

- -PERATURAN BUPATI KARAN GANYAR
'NOMOR 79 TAHUN 2020 :
TENTANG » T

PERUBAHAN ATAS ' PERATURAN o

- BUPATI KARANGANYAR NOMOR 86

"TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, - IZIN

- BELAJAR,  SURAT KETERANGAN

’BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR,
. IZIN - PENGGUNAAN [IJAZAH DAN

- KENAIKAN . PANGKAT PENYESUAIAN '

- 1JAZAH BAGI PEGAWAI

' L. FORMAT PERMOHONAN SURAT IZIN BELAJAR

Karanga‘ny"arv o
~ Kepada :
~ Yth. Bupati Karanganyar
~ Melalui ( Kepala SKPD) '
- Di
~ KARANGANYAR

Dengan hormat,"

‘Dalam rangka memngkatkan pengetahuan dan ketrampﬂan yang

E bertanda tangan di bawah ini :

- Nama
- NIP - 8

Pangkat/Gol

Jabatan

Unit Kerja S < :

- Mengajukan permohonan izin belaJar untuk menempuh pendldlkan pada -

- Lembaga Pendidikan, jenjang Pendidikan,

Sekolah....Fakultas,.. Prodl ...... sebaga1 bahan pertlmbangan bersama i ml

- - saya lampirkan:

a.

e T

o

Uraian tugas: fung51 yang dxldkukan sehan hari dltandatangam oleh ] :

yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;

fotokopi Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir yang dilegalisir;
fotokopi SKP, dalam 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir; :
fotokopi ijazah terakhir yang dlakux dalam admxmstrasx kepcgawauan o
yang dilegalisir; =~ :

. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak sedang )

~ menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, bermeterai -

=R LI

cukup dan ditanda tangani serta di ketahm oleh Kepala Perangkat - '-
Daerah yang bersangkutan; '

surat pernyataan dari PNS ‘yang bcrsangkutan .bahwa tidak sedang o
‘ menjalani pemberhentian sementara sebaga1 PNS, bermeterai cukup dan -

ditanda tangani serta dx ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang -
bersangkutan; .

- surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan -
. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan ..
-menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih t1ngg1 kecuali .
“terdapat formasi dan tidak akan melimpah atau alih tugas ke instansi -
lain, ditanda tangani serta di ketahm oleh Kepa]a Perangkat Daerah R

| - yang bersangkutan;

surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak menggangu |
tugas kedinasan, ditanda tangani- serta d1 ketahux oleh Kepala

, Perangkat Daerah yang bersangkutan, -



* m. Surat Penyatéan dari lembaga pendidikan | yang menyatakan bahwa

yang bersangkutan telah lulus u_uan masuk dan dltenrna dilembaga -

pendidikan yang dituju; :
n. Surat Keterangan bahwa program stud1 d1 dalam negen yang akan _
diikuti telah mendapat persetujuan/ akredlta81 minimal B dari lembaga -
- yang berwenang. '
0. Jadwal pelajaran/kuhah dari Iembaga pendldlkan yang dltandatangam'
oleh pejabat yang berwenang

o Demlklan untuk menjadlkan penksa
Hormat saya -

- - " -



Il FORMAT USULAN SURAT IZIN BELAJAR

"Karanganyar

Nomor — : S ~ Kepada | o
Sifat - :Penting -~ . v ~ Yth. Bupati Karanganyar -
Lampiran : - . Cq. Kepala BKPSDM -
Perihal - :Permohonan ljin Belajar . Di

KARANGANYAR f" |

Menunjuk surat permohonan 1_]1n belaJar Saudara

- Nama .

‘ Pangkat/ Gol

- Jabatan

~ Unit Kerja : '
' Dan kawan-kawan sebanyak . Orang, daftar terlampir. - : 5
- Demikian untuk menjadikan penksa, atas terkabulnya permohonan ini kam1 .
: ucapkan terima kasm S . '

Karanganyar, e L
Kepala Perangkat Daerah

‘Nama ,
Pangkat
“NIP.




IIl. FORMAT URAIAN TUGAS

URAIANTUGAS

Yang bcrtanda tangan d1bawah ini :

Nama

- NIP.
Jabatan
Instan31 _ »
o Dengan ini menyatakan bahwa Saudara
NP,

) Pangkat/ Golongan

o Jabatar_l

. Pen'didi'kan» ,

v Melaksanakan‘tugas» dcngdn périhcian uraian tugas sebagai »beriki.lt :

- 6. dstn'jra.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan'v -
‘ sebcnar-bcnarnya untuk dlpergunakan scbagalmana mestmya ' '

Karanganyar, .....
“Kepala Perangkat Daerah

 Nama
- - Pangkat
- NIP.




7 FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN ‘
N DISIPLIN ' o

'SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan dlbawah ini :
Nama -
NIP.
| Pangkat/ Gol. Ruang
Jabatan
Unit Kerja ’v
 Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ‘saya pada saat ini tldak
scdang menJalam hukuman dlSlphn tlngkat sedang atau berat.
Demikian surat pernyataan ihiv saya buat, untuk dlpcrgunakan
sebagalmana mestinya. - '

Karanganyar, ................

- ..Mengetahul, o ~ Yang membuat pernyataan,
Kepala Perangkat Daerah : SRR
‘ ' Meterai
- 6000
Nall-'na- Nama -

SN NIP.



V. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL. .

' e SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL _

Yang bertanda tangan dlbawah ml
| 'Nama L e :
NIP.
Pahgkat/ Gol. vRuéng
“Jabatan
Unit Kerja
. v‘Alar'nat_'_ B

Mehyatakan dengan seSﬁngguhnya bahwa saya .pada saat ini tidak
‘sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. -~ =

‘Demikian surat pernyataan ini  saya buat, untuk dipergunakan'
‘sebagaxmana mestmya - - ' S

Karanganyar, ..'v ..... [

‘“Mengetahux, | . - Yang membuat pernyataan,
,]Kepala Perangkat Daerah ST
, [ ] Meterai
60C0
Nama . Nama

NIP. . NIP.




VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN
* IJAZAH DAN TIDAK MELIMPAH ATAU ALIH TUGAS KE INSTANSI LAIN.

. SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH |
. DAN TIDAK MELIMPAH ATAU ALIH TUGAS KE INSTANSI LAIN

Yang bertanda tangan dxbawah ini :
Nama ’ o ‘
NIP. -

Pangkat/ Gol. Ruang

. Jabatan

Unit Kerja =
Alamat

Menyatakan f déh-gan - seSiirigglzhnya bahwa'v‘-  setelah lulus_ -

dari' erenans (Umversnas/ sekolah) tidak akan menuntut penyesualan 1_|azah ke

“ dalam - pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat forrna51, tldak akan .
- mellmpah atau alih tugas ke instansi lam - . ‘ o
- Demikian surat pernyataan kam1 buat untuk dlpcrgunakan_' :
sebagalmana mestinya. -

Karanganyar, .......c.ee...

.Mengetahul o Yang membuat pernyataan,
o AKepaIa Perangkat Daerah : . ,

NIP. e ~NIP.



- . SURATPERNYATAAN
e TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN

L '::f;'ﬂ Yang bertanda tangan dlbawah ini : SRRV
o Nama : L L
: NIP 'f o RS
L ;';!Pangkat/eol Ruang
SRS v.-""Jabatan - S
:{Umt Kerja R )

o Alamat

g Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama saya menglkutl
B sekolah/ kuliah di lembaga pendldxkan..;'.'.’.‘.;.‘“.',.vv ...... tldak akan menganggu
" ,,tugas kedlnasan saya sehan—han pRAEI S

. Demikian surat pemyataan kam1 buat untuk dlpergunakan
“ :_}.,fsebaga1mana mestmya . T

ST I SR Karanganyar e

o :Mengetahul L Yang membuat pernyataan, R
‘”;‘;;Kepala Pcrangkat Daerah B R o

Nama .
NIP

~VIL FORMAT SURAT 'PER&YATAAN TIDAK MENGGA&GO’TUQARSI:KEDINASAN' S



SURA" ?EKOmENDASI RS

e Yang bertanda tangan dxbawah TS (chala Perangkat Daerah), SRS
| " "_’...""'v‘vdengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa L
Nama R T . v v

i._"Pangkat/Gol Ruang

;,Jabatan e
‘."j:»-:_'”-*:Unlt Ker_ja s

v oo

Yang mengajukan lzin Belajar ke (nama Iembaga/ umversxtas),; B

A mak - kami tldak berkeberatan memberlkan rekO,mﬁnd_aSI j dengan_"i RS

pertlmbangan

o 1 Prodl /Jurusan yang d1p111h sesua1 dcngan tugas dan fung31 serta

mendukung pelaksanaan tugas pada umt organlsasn
2 Proscs pembela_]aran tidak mengganggu tugas kedlnaban,

3 Jarak tempat perkuhahan dan domlslh dltcmpuh dengan kendaraan. :

pr1bad1/umum selama kurang leblh menxt/Jam e e

: 4 Rckomendasx surat i dlbuat sebaga1 kelengkapan Pengajuanft Lo

perrnohonan Izm Belajar

Dermklan Surat Rekomendas: Izin ~‘Belajar ini ',‘vdibuét‘,"x:..ﬁnu,ik’} e

dlpergunakan scbagalmana mestmya :

,.'."_"',:"’vaaranganyar R
o Kepala Perangkat Daerah




IX. FORMAT SURAT REKOMENDASI TUGAS BELAJAR

SURAT REKOM_ENDASI -

Yang bertanda tangan dlbawah ini (Kepala Perangkat Daerah),‘ |
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa =
Nama :

NIP. s
Pangkat/ Gol. Ruang e
~ Jabatan | :
’Umther]av
Yang mengajukan Tugas Belajar = ke  .oceooee..s (nama

Lembaga/universitas), maka kami- tidak berkéberatan membc;‘ikan‘ B

rekomendasi dengan pertlmbangan , .

1. Prodlljurusan yang dxpxhh sesua1 dengan tuga° dan fungm serta{'

mendukung pelaksanaan tugas pada unit organisasi. .

2. Rekomendasi  surat - dlbuat sebaga1 kelengkapan ‘ pengajuan' o
permohonan ’I‘ugas Belajar : : 3

Demikian ‘Surat Rekomendasi- -Tugas - Belajar ini dibuat,  untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya., o B
Karaﬁganyar, reerereneeane

Kepala Perangkat Dacrah

Nama
NIP.



[13

L

| x FORMAT URAIAN TUGAS JABATAN

 SURAT KETERANGAN
URAIAN TUGAS JABATAN

Yang bertanda tangan dlbawah ini:
Nama :

- NIP.

Jabatan

Instansi . ) o
Dengan ini menyatakan bahwa Saudara

Nama - : . -

NIP. -

Pangkat/Golongan

Jabatan Fungsional

Pendidikan S

Fakultas/ Jurusan '

' Melaksanakan tugas pada SekSI/Sub Baglan/ Sub Bldang........,...‘.pa}dat..
- Bidang/ Baglan....‘..sebaga,l .......... { nama = Jabatan) sesuai dengan -

Pendidikan/Ijasah yang sekarang dnmhkl dengan permc:an uraian tugas ,"
jabatan sebagai benkut C , . ‘

5. dstnya

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya ‘dan
sebenar-benarnya untuk dxpergunakan sebagalmana mestmya

Karanganyar, ..........
‘Kepala Perangkat Daerah o »
( Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon 1I} o

Nama
Pangkat
NIP.

 BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO




